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Medanbisnisdaily.com-Langkat. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, 

mengintruksikan Anggaran Dana Desa (ADD) segera dicairkan sebelum Lebaran. 

"Pencairan ADD itu merupakan instruksi Pak Bupati. ADD termasuk penghasilan tetap 

(Siltap) di dalamnya untuk perangkat desa. Insya Allah ADD maupun gaji perangkat desa 

akan disalurkan sebelum lebaran," kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(PMD) Kabupaten Langkat, Sutrisuanto, Rabu (14/4/2021). 

Sutriswanto menjelaskan, saat ini pihaknya, telah menyelesaikan Rancangan 

Peraturan Bupati Langkat tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021. 

"Rancangan Perbup sudah kita selesaikan, prosesnya juga telah selesai dieksaminasi 

Bagian Hukum Setdakab Langkat. Termasuk permohonan Pencairan ADD Tahap I 

sebesar 60 persen Tahun Anggaran 2021, juga sudah diajukan. Jadi di tahap satu ini, 

pencairan ADD 60 persen yang akan kita cairkan sebelum Lebaran," jelasnya. 

Dijelaskannya lagi, sesuai instruksi Pak Bupati kepada dinas terkait, segera 

selesaikan administrasi pencairan ADD, agar sebelum Lebaran sudah bisa dipergunakan. 

Tujuannya, agar ADD yang bersumber dari APBD Pemkab Langkat, dapat 

memaksimalkan pembangunan di pedesaan sesuai nawacita Presiden RI Joko Widodo, 

yakni pembangunan dimulai dari wilayah pinggiran dan pedesaan. 

 

Sumber Berita: 

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/15/133342/60_add_tahap_id

icairkan_sebelum_lebaran_idulfitri/, tanggal 15 April 2021. 

2. https://beritanasional.id/bupati-instruksi-segera-cairkan-anggaran-add-tahun-2021-            

untuk_desa_di-langkat/, tanggal 15 April 2021. 
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Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 1 angka 1  

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.   

 

Pasal 71 

(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Pasal 72 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber 

dari: 

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  

c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;  

d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari 

Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata 

dan berkeadilan. 

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak 

dan retribusi daerah. 

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 

10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 



dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana 

Alokasi Khusus. 

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian 

kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. 

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 

pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. 

 

Pasal 73 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan Desa.  

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa 

dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.  

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan 

Peraturan Desa. 

 

Pasal 74 

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang 

disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.  

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi 

tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.  

 

Pasal 75 

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.  

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tetang Peraturan Pelaksana 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 



Pasal 1 angka 9  

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

Pasal 90 

(1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 

lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.  

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

(3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai 

oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.  

(4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan 

disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten/kota.  

(5) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

Pasal 91 

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan 

penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 

 

Pasal 92 

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan 

bendahara Desa. 

 

Pasal 93 

(1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan;  

c. penatausahaan;  

d. pelaporan; dan  

e. pertanggungjawaban. 

(2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  



(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa. 

 

Pasal 94  

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran 

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

 

Pasal 95 

(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan 

belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  

(2) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 97  

(1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi 

daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.  

(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: 

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan 

b.  40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi 

penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. 

(3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 

kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan 

bupati/walikota. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan 

retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan 

bupati/walikota. 

 

Pasal 98 

(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota kepada Desa. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum 

dan khusus. 



(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima 

bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa 

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi 

bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Pasal 99 

(1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam peraturan bupati/walikota. 

(3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 100 ayat (1) dan (2) 

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: 

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja 

Desa digunakan untuk mendanai: 

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan 

Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;  

2. pelaksanaan pembangunan Desa; 

3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 

b. pemberdayaan masyarakat Desa. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari 

jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan 

perangkat Desa lainnya;  

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. penghasilan 

tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  

3. operasional pemerintahan Desa;  

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar 

pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan 

lain. 



(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa, sekretaris 

Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala 

Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b angka 1. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali 

kota. 

 

Pasal 101 

(1) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan.  

(2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau 

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 

(3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa 

tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.  

(4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan. 

 

Pasal 102 

(1) Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.  

(2) Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan 

retribusi kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.  

(3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 

Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran 

sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.  

(4) Informasi dari gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 



Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

Pasal 1 angka 2 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

Pasal 3 
Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.  

 

Pasal 4 

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah 

dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

 

Pasal 5 

(1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. 

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 

 

Pasal 6 

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD 

kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. 

 

Pasal 15 

(1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.  

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD.  

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota 

kepada Desa.  

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 

cara pemindah bukuan dari RKUD kerekening kas Desa. 

 

 

 



Pasal 16 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara 

bertahap pada tahun anggaran berjalan.  

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.  

(3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan 

sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau 

dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 17 

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri 

menerima dari bupati/walikota: 

a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;  

b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan  

c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 

sebelumnya. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota 

menerima dari kepala Desa: 

a. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan; dan  

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. 

(3) Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa 

penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen 

tersebut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 



Pasal 1 angka 6 

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi Desa yant ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  

 

Pasal 99 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke 

RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.  

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan 

Juni sebesar 20% (dua puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan 

Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan  

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).  

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

Dana Desa diterima di RKUD.  

 

Pasal 100  

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, ketentuan sebagai 

berikut: 

a. tahap I berupa: 

1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah 

menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 

berjalan; dan 

2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa; 

b. tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 

c. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan 



2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II. 

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 

berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun 

anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DPAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana 

Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD. 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 

paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang 

diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima 

puluh persen). 

(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa. 

(7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan 

tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output 

dan capaian output. 

 

Pasal 102 

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

99 dilaksanakan oleh bupati/walikota. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menenma dokumen persyaratan 

penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengena1 APBDesa dari Kepala Desa; 

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 



(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata 

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan 

rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 

persen). 

(4) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan 

capaian output. 

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum 

memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel 

referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 

kementerian/lembaga terkait. 

 

Pasal 103 

(1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang 

menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih 

lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan 

bupati/ walikota. 

(3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa. 

 

Pasal 104 

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi 

penerimaan TKDD melalui: 

a. LKT dan LRT; dan 

b. media elektronik, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui 

Kepala KPPN selaku Kuasa BUN 

(2) Penyampaian LKT dan LRT seqagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilakukan dengan ketentuan: 

a. LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan 

berkenaan berakhir; dan 



b. LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT 

triwulan IV. 

(3) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan LKT dan LRT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemerintah 

Daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari 

Kepala Daerah. 

(4) Berdasarkan LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa 

BUN sebagaimana dimaksud I pada ayat (4), Kepala Kantor I Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan melakr1kan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT 

1 dan LRT untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 5 

(lima) hari kerja setelah diterima dari Kepala KPPN selaku Kuasa BUN. 

(5) Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD melalui media elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang 

tersedia pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 

Pasal 105 

(1) Dalam hal Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak menyampaikan 

konfirmasi penerimaan TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan 

langkah-langkah koordinasi dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 

dalam upaya pemenuhan kewajiban penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD. 

(2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan TKDD 

melalui LKT dan LRT sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

dilakukannya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan hasil 

koordinasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 

Pasal 109 

(1) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana 

Desa sebagaimania dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c dan Pasal 101 

sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan 

menjadi sisa Dana Desa di RKUN 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

 



Pasal 114 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/walikota. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 

tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 

lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 

tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala 

Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepad bupati/ walikota 

untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software. 

(6) Bupati/walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan 

realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

 

Pasal 115 

(1) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan 

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala 

KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan 

dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan 

dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling lama 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD. 



(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 

14 Februari tahun anggaran berjalan. 

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 

14 Juni tahun anggaran berjalan. 

(6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala KPPN dapat 

meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan 

laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi 

software. 

 

Pasal 150 

(1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a dilakukan untuk 

memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan 

perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.  

(3) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa.  

(4) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III. 

 

Pasal 151 

(1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

149 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, 

penyerapan dan capaian output Dana Desa. 

(2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima 

persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) dan realisasi 

penyerapan Dana Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta capaian 

output kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 



100 ayat (5), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota. 

 

Pasal 154 

(1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. bupati/walikota belum menerima dokumei persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2); 

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% 

(tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 

daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan 

sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.  

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 

jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa 

tahap II tidak dilakukan.  

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa 

Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.  

(5) Bupati/walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.  

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.  

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh 

aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah 

terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.  

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 

bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. 

 

 

 

 



Pasal 155 

(1) Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf 

a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama 

dengan 30% (tiga puluh persen); dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa bagaimana dimaksud dalam Pasal 

154 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun 

anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana 

Desa di RKUD. 

(3) Bupati/walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(4) Bupati/walikota memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan 

mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar 

dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.  

(5) Bupati/walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD 

sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa 

tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap 

II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.  

(7) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua 

bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan 

penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 

kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling 

lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.  

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari 

bupati/walikota, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana desa 

menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke 

RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.  

(9) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana 

Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II 



yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN. 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Pasal 1, angka 5, 6 dan 15 

5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, 

adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan 

PKPKD. 

 

Pasal 2 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;  

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;  

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;  

d. menetapkan PPKD;  

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;  

f. menyetujui RAK Desa; dan  

g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 

keputusan kepala Desa. 

 

 

 



Pasal 9 

(1) APB Desa terdiri dari: 

a. pendapatan Desa;  

b. belanja Desa; dan  

c. pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan 

menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 

menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian 

objek belanja. 

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan 

menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

 

Pasal 11 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu 

semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa 

dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.  

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: 

a. pendapatan asli Desa;  

b. transfer; dan  

c. pendapatan lain. 

 

Pasal 12 

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf a, terdiri atas jenis: 

a. hasil usaha;  

b. hasil aset;  

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan  

d. pendapatan asli Desa lain. 

(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi 

hasil BUM Desa.  

(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas 

Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, 

dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa.  

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.  



(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara 

lain hasil pungutan Desa. 

 

Pasal 13 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, 

terdiri atas jenis: 

a. dana Desa;  

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;  

c. alokasi dana desa;  

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan 

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota. 

(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf 

e dapat bersifat umum dan khusus.  

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola 

dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 

sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per 

seratus). 

 

Pasal 14 

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, 

terdiri atas: 

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa  

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;  

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;  

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan 

penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;  

e. bunga bank; dan  

f. pendapatan lain Desa yang sPRD, serta Pemerintah. 


